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ABSTRAK

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana tugas Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta dan pendaftaran peralihan hak
atas tanah dan Bagaimana tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
peralihan hak atas tanah. Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
proses pembuatan akta dan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif
dan metode penelitian Diskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu pengumpulan
data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku pedoman, Peraturan Perundang-undangan,
teori hukum. =

Kmmmdi;molehpmmisdaﬁpeneliﬁanhﬁadalahS&maiPasalle
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah mengenai tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
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A KESIMPULAN
Perdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menark kesimpulan
sehagal berikut
|. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang  Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai tugas pokok dan kewenangan
 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
~ bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan
g" * akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan  hukum  tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran  perubahan  data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Setiap terjadi sengketa tanah, kemungkinan besar Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang disampaikan para

_ oinak Apebile Pejabat BambustiAkia Tunah (PPAT) tahy kaieh pes e
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Peraturan Pem
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